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ARSTRAK

Dalam mengungkapkan suate kcbenaran serta terang dan jelasnya suatu
perkara didepen sidang pengadilan, bidang ilmu hukum juga tidak terlepas dari
peran serta ilmu lain vang dapat mendukung sistem peradilan di Indonesia, Tak
terkeciali bidang ilmu kedokteran yang jupa ikt andil dalam bidang #imu hukum.
Bentuk dari peran ilmu kedokieran terhadop ilmu hukum berupa Frswer ef
Repeerwm, nemun delam pelaksanaan prakick kedokteran vang berhubungan
lanasune denpan bidang hukum ini menimbulkan kerapuan bagi masyarakat,
Bahwa Fisum et Repertum vang dikeluarkan pihak rumah sakit hanya berlaku satu
kali dalam pemeriksaan untiok kepentingan peradilan tapi justru harus ditolak
sendiri oleh hakim pada =seat persidangan berlangsung, Andaikan dilakokan
kembali Fiswm of Repertm ulang maka bisa saja terjadi rckavasa dalam
pemerikanan vang pada akhirmya tidak dapat mengengkapkan kebeparan don
teranenya suatu perkara. Penelitian vane dilakuokan di Pengadilan Megeri Eclas |
A Padang dan Rumah Sakit Umuom Pusat M. Djamil Padang bertujuan untok - (@)
mengetahui kedudukan  Fisem ef Reperiwm dalam pembuktian di sidang
Penpadilan Mepert Kelas | A Padang, (b} mengetahui kendala-kendala vang
ditemui  dokter dalam pembuatan  Fiseen e Reperwm untuk  kepentinpan
persidangan di Pepgadilan Nepgeri Kelzs | A Padang, (o) mengetabui alasan-alasan
hokim menclak Fivem et Repertum sebopai alat buktn di sidanp Pengadilan Megeri
Foelas | A Padang, {d) mengetahui keferangan dokter schagai saksi shli di sidang
Penpadilan Meperi Kelas [ A Padang. Dalam penelitian ini digunaken metode
hukum pendckatan  vuridis sosiologis, dengan spesifikasi pembahasan  yaitu
deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalsh studi kepostakaan dan
penelitian lapangan melalul wawancara. Berdasarkan hasil penelitian  dapat
disimpulkan habwa keduduksn Fivum o Reperium untuk kepentingan peradilan
sangat berperan dalam hal pembuktian, Fiseer ef Repertum dijadikan sebagai bukti
pendukung den pertimbangan bapgi hakim dar sebuah proses hasil pemenksaan
yvang dilakukan kedokteran kehakiman, Adapun  sistem  pembuktian  vang
digunakan tehadap kedudukan Fisum er Repersun ind dipengadilan apdalah sistem
pembuktian nepatil. Keteranpan vang diberikan dokter dipersidangan tentang
Fivem et Repertwm sebagal proses pembukiian haruslah @ Relefan dan material,
tidak ada sangpahan atau kcberatan baik terhadap ahli mawpun keterangannya,
Penalaran yang digunakan haruslah memendhi sturan kesahiban dan reliabilitas
ilmish. Untuk pelaksanaan dan pengadean Visum et Repertum diremah sakit
masing-masing klinik atau instalasi dibarapkan adanya koordinasi yang jelas, dan
mencoba memberikan pemahaman atau sosolalisast yang jelas kepada masyarakal
akan pentingnya Visum el Repertum sehagai alat bukti perdilan.



BAB 1
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Sebuah kenyataan bahwa masyarakat menghendaki apar sctiap orang vang
bersalah harus di pidana, sementara vang tidak bersalah harus dibebaskan, Logika
vang demikian adalah benar adanva, baik berdasarkan vuridis konstitusional
maupun berlandaskan akal schat manusia. Namun jika ditelaah lebih lanjat, untuk
mewujudkan kebenaran dirasakan kurang memadai, Apalagi jika vang menjadi
objeknyva adalah tindak pidana yang menyebabkan luka, teepanppunya kesehotan
sescorang. hingga menyebabkan matinya scascorang,

Jikzy demikian halnys, maka jelas hukum akan mengalami kesulitan dalam
mengusul kasus-kasus tersebut denpan pertimbangan barang bukti yvang tidak kua
dan telah berubah, Schingea untuk memproses secara hukum tidak menutup
kemungkinen bahwa keadilan menjadi svatu vang tidak mungkin didapatkan.
Cleh karena i, dibutehkan suatu dekumen yang dapal menceritakan tentang
terjadinya tindak pidana yang menychabkan luka, terganprunya keschatan dan
Juga mahinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian divsut dalam
waktu yang lain. Dokumen yang dimaksud adalah ™ Fisum or Reportum™,

Perlu diketahui bahwa Fivum et Kepernm dibuat dan dibutuhkan adalah
dalam upayva penegakan hukum dan keadilan. Pemakai atan vang membutuhkan
Fiswm et Repertum adalah perangkat penegak hukum vang dalam pembuatannya

dibatasi pada pihak penyidik scbagal instansi utama vang memerlukan Fisum of



Repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang tegadi,
khususnya yang menyanghkut mbuh, kesehatan dan nvawa manusia.

Pengadaan Fivwmr ef Reperfum tidak selamanya berjalan dengan mulus
bahkan tidak jarang banyak mengalami hambatan-hambatan kKhususaya di dacruh
dimime ada ahii serta jauh dari pusat pendidikan yang memiliki fasilitas pada hal
pelaksanaan Fiswm ef Reperiom ini sangat begitu penting dan dibutuhkan, Dengan
demikian bila mana penpadasn Fivum er Reperngm tidak dimungkinken maka
scgals prosedur yang menyangkut masalah administrati dan yuridis haros
dipenuhi karema pihak  penvidik tidak begitu ssjs menghentikan  proses
penyidikan.’

Dolter vang berperan panda vakni sebapai saksi dan sebagai ahli dapat
membanty dan memberikan keterangan secara lissn maupun fulisan, bapi dokter
maupun penyidik vang penting adalah isi dari banfuan tersebut dan tidak semata-
mala  herdasarkan bentuknya. Dokler harus tabu apa yang dibutuhkan penyudik
agar dapat membukiikan kebenaran materil dari swatu peristiwa tindak pidans,

Dalam KUHP dan KUHAP kit tidak menemukan apa yang menjadi arti
“Fiswm et Repertun”. Walavpun demikian, jika kita amati pengerlian Fiswm et
Repertum oleh Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia adalah  laporan
tertulis yang dibust oleh dokter berdasarkan sumpah serfa mengpunakan
penctahvan atas apa vang dilibat dan ditemukan pada pemeriksaan korban atau
benda lain, guna kepentingan yustisi (pro yestisia), Pendapat ini tidak jauh

berbeda dengan pengertian vang diberikan oleh ilmu kedokteran kehakiman yaitu
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Fisum et Reperfum berarti vang dilihat dan ditemukan®. Sistem pembuktian dan
alat-alat bukti vang mempakan bagian terpenting dar keseluruhan  proses
pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan. Tujuan hukum hukum acam
pidana adalabh mencari kebenaran sejati atau kebenaran malenl,

Namun apakah pelaksanaan Fisum ef Repertum di sidang pengadilan telah
sesual dengan kelentuan hukum yang berlaku yaite hukum acara pidana, dan
bagaimana  kKedudukan Fisum ef Reperiwm dalam pembuktian di  sidang
Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penwlis tertarik menpangkal
masalah tersebut yang dituanpkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

*KEDUDUKAN VISUM et REPERTUM DALAM
PEMBUKTIAN DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Kelas I A Padang) ™

B. Perumusan Masalah
Sehubunpan denpgan latar belakang masalah vang telah di vraikan diatas,
maka penulis membatasi perumusan masalah scbagal berikut -
1. Bagaimanskah Fedudukan Fisum Ef Reperium  Dalam Pembuktian di

Sidang Pengadilan Megeri Kelas 1 A Padang ™

1.2

Apakah Kendala-kendala Yaog Ditemui Dokler Dalam Pembuatan Fisum
ef Repertim Uniuk Kepentingan  Persidangan di Pengadilan Negen Kelas

[ A Padang ?

f A Gumilang, KEMINALISTIK Pengerahuion Tentang Teknit dom Takeik Penyidifar, Bandunge
1921 hal, 53



BAB IV

PENLUTLP

A Kesimpulan

kedudukan VFisum et Repertum dalam permbuktian di sidang Pengadilan
Megeri Kelas 1 A Padang adalah salah satu alat bukti pendukung dari
keterangan sakst yang bermanfaat untuk menemukan lakila-fakia dan
mencarl kebenaran materil dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa
penuntut  wwm kepada terdakwa,  dan Fiswer o Repertum bisa
meneniukan hubungim antara perbuatan denpan akibat perbuatan. Fisum ef
Kepertum scbagail alat buktt surat vang sah dikeluarkan oleh dokler bagian
forensik  sifatnya adalah  tidak  mengikat  terhadap putusan  hakim
dipersidangan. Mamun tidak terlutup juga kemungkinan bapi hakim bahwa
dokter yang melakukan Fivum et Repertum dapat dipanggil sewakti-wakiu
apabila keterangan dokter yang sudah ada dalam surat Fisunr er Reperin
dapat mersgukan hakim atas pemeriksaan yang dilakukan dokter.

Dokter dalam membuat Feswm ef Reperiwm Juga banyak menemui kendala-
kendala, yailu ; {1) Data ataw identitas korban (hidop / mati). (2) Lzn atau
persctujuan dar pihak keluarga untuk dopat dilakukan Fisum of Repertuin,
(3} Kurangnya koordinasi aptara pihak penyidik (kepolisian / jaksa)
dengan pihak kedokicran kehakiman, (4} Kurangoya koordinasi masing-
masing klinik atau instalasi yang ada diromah sakit akan pentingnya Fisun

et Reperfum dilakukan oleh bagian forensik.



DAFTAR PUSTAKA
A, BUKU-BUKT

Bapian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 19497,
N Kedofkteran Forensik.

Gani. M. Husni, 2003, Hmu Kedokteran Forensik. Padang: FKUA

Guandi. 12006, Dugaan Malprakiek Medik & Draft RPP @ 7 Perfanfian Terapetik
antara Dakter dan Pasien™

Gumilang. A, KRIMINALISTIE. Pengetahuan Temtany Teknik dan Takiix
Pewvidiban, 1993

Hameah, Andi, 1993, Hudwn Acara Fidana Indonesia, Edisi Revist

Hanafiah M Jusul dan Amir Ame 1999, Shbe Kedokrerarn & Hukum Kesehaton
Fedisy 3. Medan

Tdries. Abdul Mun'im. 1989, Pedoman e Kedokicran Edisi 1, Inkaria: 1L
Binarupa Aksara

Isfandyarie, Anny dan Afandi Fachrizal 2006, Tanggung Jowab Hukuwm dan Saeksi
Bagi Dokter Buky Ke {1 Jakarta: Prestas: Pustaka

Mahmucl Marroki, Peter. 2006, Perelitian Mk, Jakarta : Kencana Prenada Media
Crrop

Marivanti Ninik 1999, Mol Prakiek Kedokteran Dari Segi Hukum Perduta &
Pielerrar. Jakarta @ Ghalia Indonesia,

Prodjohamidiojo. Martiman, 1983, Sistem Pesbukvian  dan Alae-Alar Buki,
ReriPemeretcoan Keadilan 10 Jakarta - Ghalia Indonesia

Sampurna Budi dan SamsuZulbasmar. 2004, PERANAN (LML FORENSIK
Dt AM PENEGAKAN HITVRKUM,. Edisi kedua. Jakarta
B. PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Tndang Hukum Pidana
Undang-Undang Mo & Tahun 1981 Tentang 1lukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomaor 23 Tabun 1992 Tentang Feschatan

Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Prakiek Redokieran



